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Pihak yang Hadir:
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Irmalidarti
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Muhammad Yuntri
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D. Ahli dari Pemohon:

1. Didik Supriyanto
2. Philips Jusario Vermonte

E. Pemerintah:

1. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Surdiyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Fauzi Reza (Kementerian Hukum dan HAM)
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*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan
kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren
(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh
pembicara yang lain.




SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB

KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita mulai, ya, persidangan. Persidangan Perkara Nomor 116 dan
124/PUU-XX1/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk
umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk
kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 116, yang hadir siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-
XXI/2023: FADLI RAMADHANIL [00:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari
Pemohon Perkara 116, hadir 4 orang. Prinsipal hadir, kali ini Ibu
Irmalidarti. Kuasa Hukum hadir 3 orang. Saya Fadli Ramadhanil, di
sebelah saya Mbak Irma sebagai Prinsipal, di sebelah kanannya Mas
Heroik Pratama, di sebelah kanannya lagi Pak Kahfi Adlan. Kami juga
sudah menghadirkan 2 orang Ahli, pertama, Pak Didik Supriyanto dan
kedua, Pak Philips Jusario Vermonte.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Walaikum salam wr. wb.
1247

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-
XXI/2023: MUHAMMAD YUNTRI [01:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: SUHARTOYO [01:18]
Walaikum salam wr. wb.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-
XXI/2023: MUHAMMAD YUNTRI [01:18]

Dari Pemohon 124, Kuasa Hukum hadir saya sendiri, Muhammad
Yuntri, S.H., kemudian Kaspudinor, S.H., M.Si. sebelah kiri. Kemudian,
Saudara Trio Segara, S.H., sebelah kanan. Kemudian, Saudara Adenan



10.

11.

Pujiantoro, S.H., sebelah kanan. Dan Saudara Nia Mujianto, S.H. Ada 5
orang. Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik.
Dari Pemerintah?

PEMERINTAH: PURWOKO [01:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami Kuasa Presiden, dari sebelah kanan saya Bapak Fauzi Reza,
Kemudian Pak Surdiyanto, saya sendiri, Purwoko. Kemudian, di sebelah
kiri saya, Ibu Puti Dwi Jayanti. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Baik, terima kasih.

Pemohon dan Pemerintah, sedianya pada siang hari ini adalah
agendanya untuk mendengar keterangan DPR dan keterangan Ahli dari
Pemohon 116. DPR tidak hadir karena masih reses. Kemudian dari Ahli
Pemohon, berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, keterangannya
disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang sudah diingatkan
sebelumnya, dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Baru hari
Jumat kami terima sehingga tidak mencukupi waktu dua hari kerja itu.

Oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim mengagendakan untuk
mendengar keterangan Ahli pada persidangan berikutnya.

Ya, Fadli, ada yang disampaikan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-
XXI/2023: FADLI RAMADHANIL [03:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami meminta maaf memang
ada kesilapan dari kami terlambat mengirimkan keterangan tertulis dari
kedua Ahli, kami baru kirimkan hari Jumat. Tapi apakah diperkenankan,
karena kedua Ahli ini sudah hadir, Yang Mulia, pada hari ini, apakah
diperkenankan untuk kita tetap dengar di persidangan ini agar agenda
dan acara persidangan bisa berlanjut, Yang Mulia? Terima kasih, Yang
Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [03:30]

Sudah diputuskan tadi untuk ditunda dan didengarkan pada
persidangan yang akan datang karena kami, Majelis, selalu



12.

13.
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memperlakukan hal yang sama untuk ahli-ahli yang mengalami kejadian
seperti itu. Baik, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-
XXI/2023: FADLI RAMADHANIL [04:00]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: SUHARTOYO [04:01]

Baik. Jadi, kebetulan juga Fadli, dan Pemohon 124, serta
Pemerintah, oleh karena ini awal tahun kami masih menyesuaikan
akselerasi persidangan-persidangan yang ada di sekitar tanggal itu,
maka persidangan hari ini belum bisa dipastikan ditunda kapan, tapi
nanti akan diberitahukan secepatnya sepanjang tidak mengurangi
tenggang waktu yang cukup untuk panggilan maupun pemberitahuan
sidang. Termasuk menyediakan ... apa ... mempersiapkan ahli kalau
memang Pak Tri mau ada ahli tambahan. Tapi sementara 2 itu dulu,
sekitar tanggal 10-an, tapi ini masih tentatif. Pastinya nanti akan diberi
tahu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 116/PUU-
XXI/2023: FADLI RAMADHANIL [04:41]

10 Januari, Yang Mulia?
KETUA: SUHARTOYO [04:42]

Ya, 10 Januari.
Dari Pemohon 124, ada pertanyaan? Cukup?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PUU-
XXI/2023: MUHAMMAD YUNTRI [04:53]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami berharap kalau bisa agak
dipercepat, karena ini khusus untuk tentang Undang-Undang Pemilu ini,
kami berharap hasilnya sebelum Pemilu dilaksanakan, tanggal 14
Februari itu. Jadi kalau seandainya lebih cepat, mudah-mudahan ini
sangat bermanfaat bagi semua rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia,
putusannya.



17. KETUA: SUHARTOYO [05:17]

Ya, nanti kami pertimbangkan, tapi tanggal-tanggal itu adalah
tanggal kami memulai persidangan, Pak. Jadi mungkin bisa kami
prioritaskan di awal tahun. Cukup ya, Pak, ya?

Pemerintah, cukup?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.41 WIB
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